E-Government di Indonesia : Level Kebijakan

Sejauh ini pemerintah mempunyai beberapa agenda untuk pengembangan dan pemanfaatan telematika: pengembangan e-government, pengembangan SDM, pengembangan infrastruktur dan penyiapan regulasi. Industri hardware di Indonesia hanya merupakan industri perakitan, sangat sulit untuk bersaing. Yang masih menjadi harapan adalah industri perangkat lunak (software), salah satu pendorongnya adalah pemberlakuan Undang-Undang Hak Cipta.

Masa yang akan datang kita dihadapkan pada tatanan global yang memberikan tantangan serta membuka peluang kompetisi di berbagai bidang. Umumnya negara di dunia telah menyepakati arah pembangunan menuju suatu tatanan masyarakat informasi.

World Summit on The Information Society (WSIS) pada bulan desember 2003 yang lalu telah mengeluarkan kesepakatan global dengan memperhatikan tujuan dan kondisi nasional masing-masing negara untuk mencapai target pembangunan pada tahun 2015. Target tahun 2015 adalah dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT)  untuk:

1. Menghubungkan Desa dan membentuk community access point;

2. Menghubungkan Universitas, Akademi, tingkat SMA dan SMP, SD;

3. Menghubungkan pusat ilmu dan penelitian; 

4. Menghubungkan perpustakaan umum, pusat kebudayaan, museum, kantor pos dan kearsipan;

5. Menghubungkan pusat kesehatan dan rumah sakit;

6. Menghubungkan seluruh instansi pemerintah dan daerah;

7. Mengadopsi seluruh kurikulum sekolah dasar dan menengah dalam menghadapi tantangan masyarakat informasi;

8. Memastikan bahwa seluruh populasi di dunia mempunyai akses untuk pelayanan televisi dan radio;

9. Mendorong pengembangan konten dan penggunaan semua bahasa di dunia di internet;Memastikan bahwa lebih dari setengah penduduk dunia mempunyai akses dengan teknologi informasi dan komunikasi.

10. Memastikan bahwa lebih dari setengah penduduk dunia mempunyai akses dengan teknologi informasi dan komunikasi.

Dalam menyikapi Plan of Action WSIS, telah ada wadah yaitu Tim Koordinasi Telematika Nasional yang telah disampaikan pada WSIS Tunisia pada tahun 2005. Konsep Sisfonas merupakan salah satu embrio e-strategy nasional.

Beberapa regulasi pendukung berkaitan dengan e-government :

a. Keppres No. 50 Tahun 2000 tentang Tim Koordinasi Telematika Indonesia, mengatur tentang pembentukan Tim Koordinasi Telematika Indonesia yang bertugas:

1. Merumuskan kebijakan pemerintah di bidang telematika;

2. Menetapkan pentahapan & prioritas  pembangunan serta pemanfaatan telematika Indonesia;

3. Melakukan pemantauan dan pengendalian atas penyelenggaraan telematika di Indonesia;

4. Melaporkan perkembangan telematika di Indonesia kepada Presiden.

Tim ini diketuai oleh Wakil Presiden RI dan beranggotakan menteri-menteri dan pejabat setingkat menteri.

b. Inpres No. 6 tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia ( ada konsep government online yang bertujuan meningkatkan good governance, transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah, partisipasi masyarakat, pelayanan publik, dan hubungan kerja antar instansi pemerintah. 

c. Inpres No. 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-gov menekankan agar instansi pemerintah, baik di pusat maupun daerah dapat memahami pentingnya e-gov, tujuan strategis e-gov, kendala-kendala yang akan dihadapi dalam implementasi e-gov, arah perkembangan strategi dan langkah-langkah pelaksanaan dalam mengembangkan e-gov baik secara nasional maupun untuk masing-masing instansi.

d. Sebagai peraturan pelaksana, akan dibuat 10 juklak yang mengatur tentang (1) standar infrastruktur portal pemerintah; (2) e-record management; (3) standar mutu; (4) jangkauan pelayanan dan pengembangan aplikasi; (5) kebijaksanaan kelembagaan otorisasi; (6) pertukaran informasi; (7) keikutsertaan swasta; (8) kebijakan pengembangan pemerintahan yang baik dan manajemen perubahan; (9) kebijakan pendidikan, pelaksanaan proyek dan penganggaran; serta (10) panduan penyusunan rencana induk pengembangan e-gov lembaga.

e. Keputusan MenPAN No: 13/KEP/M.PAN/1/2003 tentang pedoman umum perkantoran elektronis lingkup intranet di lingkungan instansi pemerintah. Isinya berupa acuan bagi instansi pemerintah pusat dan daerah dalam menyusun pedoman teknis sistem perkantoran elektronis lingkup internet.

